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ABSTRAK
Penelitian ini yang berjudul “Pengadaan Barang dan Jasa Pada BUMD PT
Jakabaring Sport City Ditinjau Dari Peraturan Presiden No.l6 Tentang
Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah . Tulisan ini dilatarbelakangi oleh
Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 6 yang menjelaskan

bahwasanya BUMD melalui penyertaan modal daerah dengan uang APBD adalah
kekayaan daerah yang dipisahkan, dari pasal tersebut membuat kerancuan BUMD
dalam hal proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasanya karena didalam
Peraturan Presiden No.16 Tahun 7018 Pasal 2 huruf b yang mana di dalam pasal
tersebut menjelaskan bahwasanya pengadaan barang dan jasa yang menggunakan
uang APBD dalam pelaksanaan barang dan jasanya berpedoman dengan Peraturan
Presiden No. 16 Tahun 2018. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini diantaranya,
dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasanya BUMD PT Jakabaring
Sport City Mengikuti Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 dan bagaimana
mekanisme pengadaan barang dan jasa BUMD PT Jakabaring Sport City Dalam
tulisan ini menggunakan metode pnormatif empiris yang didasarkan pada bahan-bahan
hukum yang fokusnya pada bacaan dan mempelajari bahan hukum primer dan

sekunder, serta analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik
adalah untuk mengetahui.apakah

deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini
perseroan daerah atau sering disebut BUMD dalam hal proses pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa dapat mengenyampingkan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 dan

untuk mengetahui landasan hukum apa yang membuat suatu Perseroan Daerah atau
BUMD dapat mengesam inckan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018. Kesimpulan

dari penelitian ini adal | ada ketentuan yang mengatur secara spesifik
tentang BUMD dalam hal Penyertaan Modal Dacrah melalui uvang APBD.

_;mmmlm,m.auun.

Dipindai dengan CamScanner



DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN...

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

«< E

Dipindai dengan CamScanner



BAB LIL PENMBAHASAN: oot e et o i mmte s ikt b s 69
A. Pelaksaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMD PT Jakabaring Sport City

ditinjau dari Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

BRATRRE QR FRSE. oo cvoiveoiiin i i i s st b s TS g e s TR SRS S sty 69

B. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa BUMD PT Jakabaring Sport

05Ty 20U R T 75
BAB IV PENUTUP ...........covimimsssesesesssssissssnsesssssssisisssassssssssssssssasassstssssssasasasnasssns 80
A KKESIBIPUIRIL.....cocomintiins o-osoorseassserssmmsesestesesssiistssss aassssthssasssssrttasastssstasasses 80
B GBI o oiriosons s innirscH ORI M gonponss s wsosssranssasssnssasissssaasinenarisssnssesses 82
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Dipindai dengan CamScanner



BAR 1v

PENUTUP
Kesimpulan
. Dasar Hukum Peng

ada: . ,
in Barang dan Jasa pada BUMD PT Jakabaring Sport

City.
Bada sha hédii .
B Usaha Milik Daerah atau Perseroan Terbatas yang dimilki

daerah ad; e
" S, kekayaan daerah yang terpisah sesuai dengan ketentuan

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi ©
Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari
APBD untuk dijadikan penyertaan modal dacrah pada BUMD” maka dengan
demikian didalam Pengadaan Barang dan Jasa BUMD PT Jakabaring Sport
City diperbolehkan secara yuridis tidak sepenuh nya mengiktu Peraturan
Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD)

Didalam pasal 93 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017

Tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwasanya dalam pasal tersebut
en

o]askan Pengadaan Barang dan Jasa mengikuti Peraturan Kepala
menje

ah namu setelah di telusuri di Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Daer cereidied

47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan
m‘

Pemerintah Sumatera Selatan tidak memuat ketentuan di
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pasal pasal nva entang
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Waaan barang dun ' .
 UAR jasa i Permsahaan

Dacrah sehingga ngan ke

kl".nl )
Wan hukum terse but Pl Jakabaring Sport

Caty berlandaskan hukum dengup p
craturan Pemerintah No., 54 Tahun 2017

tentang Badan U '
i Usaha Milik Daerah Pasal | avat 6 bahwa Badan Usah
1 avi i i G000 Sana

hillll\ I].‘l('“‘h 1 .
melaluj Penyertan Modal Daerah adalah kekayaan daerah

yang dipisahkan.
Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa PT Jakabaring Sport City

Ruang Lingkup Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Pasal 2
huruf a,b dan ¢ yang menjelaskan secara detail bahwasanya yang masuk
dalam lingkup hukum dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 adalah
uang yang digunakan dari APBN, APBD, Pinjaman Dalam Negeri,
Pinjaman Luar Negeri dan Dana Hibah maka dengan demikian diluar dan

lingkup pasal tersebut dapat mengeyampingkan Peraturan Presiden No. 16

Tahun 2018 dalam proses pengadaan barang dan jasanya.

Didalam Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2017 Tentang Badan
Usaha Milik Daerah Pasal 1 Ayat 6 yang menjelaskan Bahwasanya BUMD
melalui Penyertaan Modal Dacrah (PMD) dengan uang APBD merupakan

kekayaan dacrah yang dipisahkan dengan demikian BUMD PT Jakabaring

sport City dapat mﬂnﬂmm.- beberapa pasal di Peraturan Presiden
Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barasng dan Jasa Pemeri
.. lﬂﬁ Peraturan Pemerintah No.54 tahun

ati ;-?,' bahwasanya uang APBD yang dijadikan

No.16
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